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CONTESTANT PARTICIPATION IN MALANG REGENCY ELECTION 
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Makalah ini bertujuan menjelaskan partisipasi kontestan dalam pilkada. Partisipasi kontestan 
dalam pilkada sangat penting, namun belum banyak ditulis. Kebanyakan artikel menjelaskan 
soal partisipasi pemilih dalam pilkada. Artikel ini berusaha menjelaskan partisipasi kontestan 
dalam pilkada di Kabupaten Malang. Dalam pilkada tersebut, ada tiga pasangan konstestan, 
yang bertarung dalam perebutan jabatan bupati. Dua pasangan kontestan melalui jalur partai 
politik dan satu kontestan melalui jalur independen. Adapun metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah wawancara dan studi literatur yang memiliki relevansi dengan 
tulisan ini. Hasilnya adalah partisipasi kontestan dalam perebutan jabatan kepala daerah 
sangat kompetitif. Karena diikuti tiga pasangan kontestan, yang berprofesi politisi dan 
pengusaha ditambah dengan kehadiran kaum perempuan. Jadi, pilkada Kabupaten Malang 
menggambarkan kesetaraan politik dalam mengakses kekuasaan. Hal ini menunjukkan 
bahwa demokrasi lokal sudah bekerja. Bukan saja berhasil mendorong partisipasi kontestan 
dalam pilkada, tetapi juga membuka ruang dan kesempatan yang sama kepada warga 
masyarakat berkompetisi dalam memperebutkan jabatan kepala daerah untuk lima tahun ke 
depan. 
 
Kata Kunci: partisipasi kontestan, pilkada, kesetaraan politik 
 
Abstract 
This paper aims to explain the contestants' participation in the local election. Contestants' participation 
in the local election is very important, but not much has been written about. Most articles describe voter 
participation in the local election. This article attempts to explain the contestants' participation in the 
local elections in Malang Regency. In the election, there were three pairs of contestants, who fought for 
the position of regent. Two pairs of contestants through political parties and one contestant through 
independent channels. The methods used in data collection are interviews and literature studies that 
have relevance to this paper. The result is that the contestants' participation in the race for regional head 
positions is very competitive. Because it was followed by three pairs of contestants, who are politicians 
and businessmen by profession plus the presence of women. So, local election in Malang Regency 
illustrates political equality in accessing power. This shows that local democracy is already working. 
Not only succeeded in encouraging the participation of contestants in the elections, but also opened up 
equal space and opportunities for citizens to compete for the position of regional head for the next five 
years. 
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I. Pendahuluan 
Partisipasi kontestan dalam pilkada menjadi menarik untuk ditelaah. Karena 
pasangan kontestan merupakan aktor kunci yang terlibat dalam perebutan kekuasaan 
kepala daerah. Kontestan adalah individu atau pasangan calon, baik melalui jalur partai 
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politik atau gabungan partai politik seperti pasangan Sanusi-Didik dan Lathifah-Didik 
maupun pasangan perseorangan Heru-Gunadi. Tiga pasangan kontestan ini yang menjadi 
pemain sentral dalam pesta pilkada di Kabupaten Malang. Dikatakan demikian, karena 
mereka adalah elite yang berjuang merebut kekuasaan (pasangan Lathifah-Didik dan 
Heru-Gunadi) ataupun mempertahanakan kekuasaan (Sanusi-Didik) dalam pilkada yang 
diselenggarakan pada tahun 2020.  
Posisi konstestan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilih dalam pilkada. 
Karena itu, keberadaan tiga pasangan kontestan dalam pilkada menjadi penting karena 
dua pertimbangan. Pertama, kontestan merupakan aktor yang berkompetisi dan berjuang 
untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam rangka mendapatkan kekuasaan tersebut para 
kontestan berusaha meyakinkan pemilih agar mereka memilihnya. Kemampuan 
memengaruhi pemilih diperlukan mengingat masyarakat memiliki preferensi untuk 
memilih pemimpin yang cocok dengan aspirasi dan ideologi mereka (Sorensen, 2003). 
Kecocokan aspirasi dan ideologi menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam 
menjatuhkan pilihannya yang sesuai dengan suara hatinya (Imawan, 2011). Penjelasan 
ini merupakan implementasi dari asas kebebasan dalam peneyelenggaraan pilkada 
langsung. 
Kedua, kontestan merupakan elite lokal yang miliki keistimewaan untuk 
berpatisipasi menjadi pejabat pemerintah lokal (Sorensen, 2003). Keistimewaan ini tentu 
tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Jika, elite lokal berpatisipasi untuk dipilih dalam pilkada, 
maka masyarakat berpartisipasi untuk memilih kontestan atau calon pemimpin kepala 
daerah. Inilah demokrasi elektoral. Dimana pemerintah daerah terpilih melibatkan 
partisipasi masyarakat dalam pemilihan secara damai (Gaventa, 2005). I Wibowo 
menyebutnya rakyat yang memilih pemimpin  kepala daerah secara demokratis 
(Wibowo, 2011). Dengan kata lain, pilkada memberikan ruang bagi kontestan untuk 
berkuasa dalam pemerintahan daerah. 
Peran sentral kontestan dalam pilkada menjadi arus-utama tulisan ini. Karena itu, 
analisa pilkada di Kabupaten Malang lebih menitikberatkan pada bagaimana partisipasi 
kontestan dalam perebutan jabatan kepala daerah. Membicarakan partisipasi kontestan 
dalam pilkada, tentu sangat berbeda dengan karya dominan yang lebih banyak menyoroti 
partisipasi pemilih dalam pilkada dan pemilu. Misalnya, partisipasi politik warga dalam 
gerakan anti politik uang dalam pilkada (Disyacitta, 2020). Gerakan anti politik uang 
sangat diperlukan dalam kerangka normalisasi pilkada yang bebas politik uang. Namun, 
fakta lapangan masih menemukan terjadinya politik uang, termasuk dalam pilkada 2020 
di Kabupaten Malang1.  
Sedangkan F Felicitas S Purwani lebih banyak menyoroti partisipasi perempuan 
dalam pilkada (Purwani, 2020). Partisipasi perempuan dalam pilkada sudah mulai 
nampak, meskipun tingkat keterpilihannya sebagai kepala daerah belum 
menggembirakan banyak pihak. Itu artinya, pilkada belum berpihak kepada kaum 
perempuan. Selanjutnya, Muhtar Haboddin dan A Imron Rozuli menelaah partisipasi 
pemilih dalam pemilu (Haboddin & Rozuli, 2019). Bagi Haboddin dan Rozuli, tingkat 
                                                             
1 FGD dengan KPUD dan Bawaslu, 18 Agustus 2021. 
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partisipasi pemilih akan meningkat mana kala ada kerjasama antara KPU/D, Bawaslu, dan 
partai politik. Sementara Suryo Adi memaparkan bagaimana partisipasi masyarakat 
dalam menghadapi elite oligarki di tingkat lokal khususnya di Jawa Tengah.  
Semua karya tersebut lebih berfokus pada partisipasi masyarakat dalam 
pemilihan dan tak satupun yang mengulas partisipasi kontestan dalam pilkada. Kealfaan 
mengulas partisipasi kontestan dalam pilkada menjadikan artikel ini berbeda. Karena itu, 
kebaruan tulisan ini salah satunya terletak pada fokusnya. Jika selama ini, para analis 
lebih menekankan partisipasi masyarakat dalam pilkada, maka ke depan perlu digeser isu 
dan fokusnya menjadi partisipasi kontestan dalam pilkada. Sebab, kontestan dalam 
pilkada merupakan golongan elite yang berjuang berebut kuasa (Imawan, 2011), 
sedangkan masyarakat berfungsi sebagai pemilih elite yang akan memerintah (Haynes, 
2000) dalam lima tahun ke depan .  
Artikel ini akan dimulai dengan penjelasan teori partisipasi dalam melihat 
dinamika persaingan antarakontestan dalam pilkada di Kabupaten Malang. Persaingan 
antarkontestan mulai nampak dari pilihan mereka menggunakan jalur partai politik atau 
jalur perseorangan. Kreatifitas kontestan dalam menggunakan dua jalur pencalonan 
membuat pilkada Kabupaten Malang berbeda dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, 
dan Kabupaten Kediri. Pembahasan berikutnya adalah penggambaran sosok pasangan 
kontestan dan dilanjutkan dengan pemaparan keterkaitan partisipasi dengan demokrasi 
lokal. Artikel ini diakhiri dengan penjelasan singkat tentang apa yang bisa dipelajari 
melalui partisipasi kontestan tersebut. 
Jeff Haynes mengatakan demokrasi adalah sebagian orang dewasa mempunyai 
kesempatan untuk memilih pemerintahannya secara teratur (Haynes, 2000). Pendapat 
ini tentu ada benarnya. Sebab, dalam pengaturan hak pilih masyarakat hanya 
diperuntukkan bagi orang dewasa. Misalnya dalam regulasi pilkada di Indonesia berumur 
17 tahun atau sudah menikah. Selanjutnya, Robert Dhal menjelaskan paling tidak 
sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap yang memiliki hak penuh 
untuk memilih pemimpin (Dahl, 2001). Pengaturan hak pilih dan penggunaan hak politik 
dalam pilkada merupakan bagian dari partisipasi politik. Partisipasi politik masyakarat 
dalam pilkada menjadi keharusan. Karena menjadi salah satu pilar penting dalam 
demokrasi elektoral. 
Partisipasi berarti ikut ambil bagian dan terlibat dalam memilih pemerintahan 
atau pejabat public (Dahl, 2001). Dalam kontes pilkada masyarakat yang ikut memilih dan 
mencalonkan diri merupakan bentuk partisipasi. Esensi partisipasi adalah adanya 
kesadaran dan kesukarelaan untuk terlibat aktif dalam politik. Dua kata kunci ini 
terpotret dalam setiap pasangan kontestan. Mereka berpartisipasi sebagai kontestan 
dalam pilkada dalam rangka. Pertama, memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pejabat 
publik. Kedua, hak politik bagi konstestan untuk bersaing dalam mencari dukungan 
politik dari pemilih (Sorensen, 2003). Ketiga, berpartisipasi dalam pemerintahan 
(Haynes, 2000). Keempat, untuk memperkuat posisi elite sebagai kelompok yang 
memerintah (Haynes, 2000). 
Empat hal ini menunjukkan bahwa partisipasi kontestan dalam pilkada tidak 
dalam kapasitas untuk membela warganya, tetapi lebih pada penguatan posisinya sebagai 
64 | Jurnal Kybernan, Vol. 12, No. 1, 2021 
elite yang berkuasa atau elite yang memerintah. Pilkada hanya sebagai instrumen untuk 
mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin. Sebagaimana Dahl mengatakan elite 
yang berkuasa itu diberi kekuasaan untuk memerintah daerah (Dahl, 2001). Kesempatan 
untuk berkuasa dan memerintah itulah yang membuat para kontestan bertarung dan 
berkompetisi melalui jalur pilkada. Sebab, pilkada memberikan ruang berkompetisi 
antarkontestan untuk mendapatkan dukungan politik. Dalam bahasa George Sorensen, 
hak bagi pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih suara melalui pilkada yang bebas 
dan adil (Sorensen, 2003). 
 
II. Metode Peneltian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pilihan penelitian studi kasus 
sangat penting dalam kajian ongkos demokrasi. Sebagaimana dikatakan Johnson bahwa 
metode studi kasus sangat bermanfaat apabila kasus yang diteliti sangat terbatas. Selain 
itu, dalan studi kasus yang akan diteliti ada individu atau kelompok yang memungkin 
periset untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam terhadap  ongkas demokrasi 
dalam pilkada (Johnson, 2013). Tidak hanya itu, dalam studi kasus memungkinkan periset 
melakukan penelitian atas satu individu atau peristiwa terbatas (Johnson, 2013). 
Penjelasan Johnson tentu perlu ditambahkan bahwa dalam penelitian studi kasus 
kemampuan mendeskripsikan  juga sangat diperlukan, sehingga bisa memberikan 
gambaran lebih mendalam dan lebih baik  perihal ongkos demokrasi di kabupaten Malang 
(Harrison, 2007; Johnson, 2013). Selebihnya adalah dalam penelitian studi kasus 
mendorong peneliti secara kreatif untuk mendalami perilaku atau pun peristiwa aktual  
di tingkat lokal (Johnson, 2013).  
Secara garis besar ada dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan. 
Pertama, melakukan studi literatur. Studi literatur meliputi dengan pembacaan sejumlah 
buku, jurnal, hasil penelitian, dan koran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 
pengetahuan terhadap fenomena yang diteliti (Harrison, 2007). Kedua, melakukan 
wawancara. Wawancara diperlukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari 
pihak yang bersangkutan bersangkutan. Selain itu, juga bisa dilakukan kepada pakar atau 
orang yang pernah melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapat informasi 
tambahan. Informasi tambahan ini sangat bermanfaat dalam penelitian ini (Harrison, 
2007). 
Gabungan antara studi literatur dan wawancara dalam pengumpulan data 
diharapkan memberikan memberikan informasi yang diperlukan. Sejalan dengan itu, 
dengan kekayaan informasi yang diperoleh dari data literatur dan wawancara kepekaan 
terhadap fenomena, peristiwa akan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan. Selain 
itu, gabungan metode ini diyakini akan memperoleh data berkualitas. 
Setelah semua data sudah terkumpul, maka Langkah selanjutnya adalah 
melakukan anlisasi data. Analisa data menurut Lexy merapakan proses yang merinci, 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, sehingga dapat 
menjadi satu uraian dasar (Moleong, 2010). 
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III. Hasil Penelitian 
Dua jalur Partisipasi Konstestan 
Dalam pilkada yang dilenggarakan di Kabupaten Malang menarik untuk ditelaah. 
Mengapa demikian, karena dua alasan. Pertama, partisipasi kontestan dalam pilkada 
2020 diikuti oleh dua jalur, yakni jalur politik dan jalur perseorangan. Pemanfaatan dua 
jalur partisipasi membuat pilkada Kabupaten Malang lebih dinamis bila dibandingkan 
dengan pilkada di daerah tetangganya. Misalnya, di Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, dan 
Kabupaten Kediri yang hanya diikuti melalui jalur partai politik. Monopoli kontestan 
melalui jalur partai politik yang menjadi ‘pembeda’ dengan pilkada di Kabupaten Malang. 
Untuk lebih jelasnya lihat tabel 1. 
Tabel 1. Dua Jalur Partisipasi Kontestan 
No  Pasangan kandidat   Jalur  Dukungan  
1 Sanusi-Didik Gatot Subroto Partai politik  37 kursi  
2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono Partai politik 13 kursi  
3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko Perseorangan  - 
Dokumen KPUD Malang, 2020 
 
Kedua, pemanfaatan jalur partai politik maupun perseorangan dalam pilkada 
Kabupaten Malang menunjukkan kecerdasan elitenya untuk berpartisipasi dalam 
perebutan jabatan kepala daerah. Ketika ruang kompetisi sangat terbatas melalui jalur 
partai politik, maka pasangan Heri-Gunadi menempuh jalur perseorangan sebagai pilihan 
alternatif dalam pertarungan politik pilkada. Pilihan jalur perseorangan bisa dibaca 
sebagai bentuk perluasan partisipasi dalam pilkada—yang tentu berdampak pada 
perluasan pilihan masyarakat dalam memilih figure/kontestan yang lebih baik, lebih 
berintegritas, dan berkualitas (Simon, 2005).  Bagi, pemilih yang bosan dan kecewa 
terhadap kontestan dari partai politik, maka pilihannya bisa disalurkan melalui kontestan 
perseorangan. Pratikno menulis: 
Masyarakat menjadi lebih memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam 
proses pemilihan kepala daerah. Artinya, masuarakat memiliki kebebasan seluas-luasnya 
untuk memilih sendiri siapa-siapa yang pantas menjadi kepada daerahnya. Dengan 
demikian peran masyarakat dalam rekrutmen politik semakin meningkat (Pratikno, 
2007).  
Analisis Pratikno menegaskan bahwa pemenuhan dua jalur partisipasi konstestan 
secara langsung berpengaruh pada pilihan masyarakat. Masyarakat bisa memilih, apakah 
kontestan jalur partai politik atau perseorangan. Variasi pilihan menunjukkan sebuah 
keberhasilan dalam tatakelola pilkada. Perluasan partisipasi politik terjadi, baik pada 
level kontestan maupun masyarakat pemilih. Ini mengambarkan bahwa demokrasi di 
tingkat lokal semakin terbuka bagi siapa saja ingin maju menjadi kepala daerah. Pratikno 
menulis:    
Para politisi yang ingin berkompetisi dalam pilkada mempunyai pilihan apakah 
akan melalui jalur parpol atauakah jalur perseorangan.besar kemungkinan para 
politisi yang kuat akan mencalonkan diri melalui jalur calon perseorangan 
daripada melalui partai politik. Karena praktik ‘jual beli perahu’ atau ‘jual beli 
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tiket pencalonan dalam pilkada bisa diperkecil melalui calon perseorangan 
(Pratikno, 2007).  
Analisis Pratikno memberikan apresiasi atas kehadiran calon perseorangan dalam 
pilkada. Analisa ini ada benarnya. Apalagi kalau disebutkan bisa memperkecil praktik ‘jual 
beli perahu’ atau ‘tiket’dalam pilkada. Terlepas dari itu semua—pemanfaatan dua jalur 
pencalonan dalam pilkada semakin membuka kesempatan bagi elite untuk berpartisipasi 




Pilkada Kabupaten Malang diikuti oleh tiga pasangan kontestan. Dua pasangan 
melalui jalur partai politik, yakni Sanusi-Didik dan Lathifah-Didik sedangkan pasangan 
Heru-Gunadi melalui jalur perseorangan. Pilihan jalur kandidasi merupakan otoritas 
masing-masing pasangan kontestan. Bila ditelisik secara singkat dari tiga konstestan 
tersebut, maka bisa digambarkan latarbelakang mereka dalam pilkada 2020 sebagaimana 
terangkum pada tabel 2.  
Tabel 2. Pekerjaan Pasangan Kontestan  
No  Pasangan kandidat   Pekerjaan  
1 Sanusi-Didik Gatot Subroto Bupati-Ketua DPRD  
2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono Anggota DPR RI-Swasta 
3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko Swasta-Swasta 
Diolah dari banyak sumber 
 
Menarik untuk mencermati tabel 2 karena tiga pasangan kontestan memiliki latar 
belakang pekerjaan yang bervariasi. Profesi pekerjaan masing-masing kontestan 
menunjukkan bentuk pencapaiannya selama ini. Bila disederhanakan profesi pekerjaan 
kontestan pilkada Malang bisa dipilah menjadi dua, yakni politisi dan swasta. Pasangan 
Sanusi-Didik dan Lathifah mewakili profesi politisi dengan jabatan bupati dan anggota 
dewan. Sedangkan Didik dan pasangan Heri-Gunadi berprofesi sebagai 
pengusaha/swasta. Dengan komposisi profesi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa 
semua pasangan kontestan tersebut bagian dari elite. Elite adalah sekelompok kecil orang 
yang memiliki pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan dalam masyarakat (Haryanto, 2017).  
Penyematan elite kepada tiga pasangan kontestan diperkuat dengan jenjang 
pendidikan yang mereka miliki. Mayoritas kontestan bergelar master, seperti Sanusi-
Didik, Didik dan Gunadi. Sedangkan Lathifah berpendidikan sarjana, sementara Heri 
diploma. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada tabel 3. 
Tabel 3. Sumber daya Pasangan Kontestan  
No  Pasangan kandidat   Sumber daya   
Pendidikan  Dukungan   
1 Sanusi-Didik Gatot Subroto S2-S2  PDIP, PPP, Nasdem, Golkar, 
Demokrat, Gerindra 
2 Lathifah Shohib-Didik Budi 
Muljono 
S1-S2 Hanura, PKB 
3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko D3-S2 129.796 KTP 
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Diolah dari banyak sumber 
 
Tabel 2 dan 3 memberikan gambaran kepada kita semua bahwa tiga kontestan 
tersebut memiliki modalitas yang cukup untuk bertarung. Pekerjaan, pendidikan, dan 
dukungan partai politik merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pertarungan 
merebut kekuasaan kepala daerah. Sebagaaimana dikatakan Robert Dahl, sumber daya 
seluruh hal yang dapat digunakan dengan mudah politisi untuk memengaruhi perilaku 
pemilih (Dahl, 2001). Pendidikan, pekerjaan, jaringan, dan status merupakan sumber 
daya yang berguna dalam perebutan jabatan kepala daerah di Kabupaten Malang.  
 
Merebut dan mempertahankan kekuasaan 
Kemampuan memanfaatkan sumber daya pasangan kontestan dalam pilkada 
secara cermat diperlukan dalam kerangka untuk memengaruhi pemilih. Mengingat 
pasangan kontestan dalam pilkada di Kabupaten Malang sangat berat karena ada 
pasangan Sanusi-Didik Gatot Subroto sebagai petahana, yang akan berjuang untuk 
mempertahankan posisinya sebagai elite yang berkuasa. Dengan kata lain, pilkada 
Kabupaten Malang mempertemukan dua kubu, yakni antara kubu petahana dengan kubu 
penantang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.  
Tabel 4. Posisi Kontestan dalam Pilkada 
No  Pasangan kandidat   Posisi Kontestan  
1 Sanusi-Didik Gatot Subroto Mempertahankan kekuasaan  
2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono Merebut kekuasaan 
3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko Merebut kekuasaan 
 
Bila dilihat tabel 4, maka pasangan Sanusi-Didik adalah petahana. Sebagai 
petahana sudah barang tentu berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Logika ini 
sangat lumrah dalam pertarungan kekuasaan. Sementara pasangan Lathifah-Didik dan 
Heri-Gunadi sebagai penantang yang berusaha merebut kekuasaan. Upaya merebut dan 
mempertahankan kekuasaan berlangsung secara sengit dan saling menaklukkan satu 
sama lainnya dalam rangka menjadi pemimpin kepala daerah (Wibowo, 2011). Karena 
itu, meminjam bahasa David Runciman semua pasangan kontestan memiliki ambisi yang 
sama dalam memenangkan pilkada tersebut (Runciman, 2021).   
Karena yang berkontestasi memiliki keinginan untuk berkuasa, maka persaingan 
antarkontestan sangat dinamis dan kompetitif. Perang iklan dan umbul-umbul kampanye 
pun sangat terasa persaingannya. Tidak hanya itu, dalam usaha memengaruhi pemilih, 
koalisi antarpartai politik dengan lintas ideologi pun dilakukan melalui koalisi besar. 
Misalnya partai berideologi Islam-Nasionalis berkoalisi sebagaimana tergambar pada 
pasangan Sanusi dan Lathtifah. Pragmatisme politik mengemuka demi merebut dan 
mempertahankan kekuasaan. 
 
Partisipasi dan penguatan demokrasi Lokal  
Partisipasi tiga pasangan kontestan dalam perebutan kekuasaan kepala daerah 
menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan elite lokal terhadap kekuasaan sangat tinggi. 
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Dikatakan demikian karena tiga hal. Pertama, dari segi jumlahnya—pilkada kabupaten 
Malang sangat ideal. Karena yang berpartisipasi ada tiga pasangan kontestan. Ini 
menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan elite atas kekuasaan semakin meningkat. Sebagai 
ilustrasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar dan Kota Pasuruan diikuti dua 
pasangan kontestan, sedangkan di Kabupaten Kediri hanya diikuti calon tunggal.  
Melalui perbandingan kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri dan Kota Pasuruan bisa 
dibaca bahwa partisipasi kontestan di Kabupaten Malang jauh dinamis. Kesadaran elite 
politik untuk berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan lebih kompetitif. Dengan jumlah 
kontestan yang lebih banyak dalam pilkada berarti akses dan keterbukaan politik 
semakin demokratis. Artinya, kekuasaan kepala daerah semakin terbuka. Keterbukaan ini 
merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri.  
Kedua, tingkat kesadaran politik elite Malang untuk berkompetisi cukup bagus. Hal 
ini terpotret dengan adanya kesetaraan politik antarkontestan. Misalnya, pada pilkada 
2020 laki-laki dan perempuan memiliki hak politik yang sama untuk menjadi pemimpin 
kepala daerah. Kehadiran pasangan Lathifah-Didik dalam pilkada merupakan bukti 
dianutnya logika persamaan dan kesataraan politik. Robert Dahl menyebutnya sebagai 
kesetaraan berpartisipasi dalam pemerintahan (Dahl, 2001). Sedangkan, Riswandha 
Imawan mengatakan kehadiran kaum perempuan dalam pilkada merupakan bentuk 
keterbukaan politik (Imawan, 2000).  
Apa yang dikatakan Dahl maupun Imawan semakin menegaskan penguatan 
demokrasi lokal. Pilkada telah membuka kesempatan setiap warga negara untuk 
mencalonkan diri dan terlibat dalam proses politik. Bahkan, pilkada Malang dalam batas 
tertentu telah berhasil mematahkan penjelasan dominasi laki-laki—yang selama ini 
meminggirkan perempuan dalam pusaran pemilihan (Pratikno, 2007). Karena itu, 
kehadiran pasangan Lathifah-Didik miliki arti penting tentang bekerjanya demokrasi di 
tingkat lokal (Held, 2006).  
Ketiga, kehadiran tiga pasangan kontestan ini dengan pilihan jalur partai politik 
dan jalur perseorang tidak bisa dilepaskan dari kerja penyelenggara pilkada di tingkat 
lokal. Kerja sama KPUD, Bawaslu, dan konstestan sangat berkontribusi lolosnya pasangan 
perseorangan . Kerjasama ini penting karena memberikan nilai tambah dalam satu fase 
perjalanan pilkada di Kabupaten Malang. Nilai tambahnya adalah masyarakat pemilih 
memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk memilih sendiri siapa-siapa yang pantas 
menjadi kepala daerah (Pratikno, 2007). Sedangkan Riswandha Imawan, mengatakan 
pilihan dua jalur kandidasi menunjukkan lahirnya politik egalitarian (Imawan, 2000). 
Tiga penjelasan di atas menunjukkan bahwa partisipasi kontestan memperkuat 
demokrasi di tingkat lokal. Semakin banyak pasangan kontestan yang berkompetisi 
dalam perebutan jabatan kepala daerah, semakin terbuka pula banyak pilihan. Banyaknya 
kontestan yang ikut dalam pilkada sebenarnya menguntungkan pemilih. Karena 
masyarakat pemilih diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik (Dahl, 
2001). Khususnya dalam memilih pemimpin melalui pilkada. Sebagaimana dikatakan 
Heyner demokrasi mengharuskan warga negara memilih pemimpinnya (Haynes, 2000). 
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IV. Kesimpulan  
Pilkada Kabupaten Malang memang pantas untuk dikenang dan diapresiasi. 
Mengapa? Karena partisipasi kontestannya berjumlah tiga pasang. Ada yang maju melalui 
jalur partai politik dan gabungan partai politik. Ada yang maju melalui jalur perseorangan. 
Ada pasangan kontestan dari kaum perempuan. Bahkan, pilkada Kabupaten Malang 
berusaha menampilkan politik kesetaraan dan keterbukaan. Nilai kesetaraan dan 
keterbukaan merupakan pilar penting dari demokrasi lokal. 
Penyelenggara pilkada yang diwakili KPUD dan Bawaslu membuka ruang dan 
kesempatan yang sama kepada partai politik, gabungan partai politik, dan kontestan 
perseorangan untuk berkompetisi. Sebab, demokrasi selalu menganjurkan perlunya 
berpartisipasi dan kompetisi dalam perebutan jabatan kepala daerah. Sebagaimana 
dikatakan Held bahwa kehidupan demokrasi adalah persaingan antarpemimpin 
(kontestan) untuk mendapatkan  dukungan politik dari masyarakat atau pemilih (Dahl, 
2001). Di dalam persaingan tersebut, perlu strategi dengan memanfaatkan sumber daya 
personal. Misalnya, pendidikan, pekerjaan, status, dan dilengkapi dengan kemampuan 
menggerakkan gabungan partai politik. Semua ini semata-mata diperuntukkan untuk 
kemenangan dalam pilkada. 
Namun demikian, perlu pula diberi catatan kritis bahwa partisipasi kontestan 
dalam pilkada menunjukkan terlembaganya demokratisi elitis. Hal ini tentu merupakan 
tantangan dalam membangun demokrasi lokal yang lebih kompetitif. Karena itu, ke depan 
dibutuhkan kajian yang lebih serius untuk mendalami kembali pentingnya partisipasi 
kontestan, baik di tingkat nasional, lokal, dan desa.   
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